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Abstrak − Pengabdian ini bertujuan untuk membantu mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Desa 

Muyoarjo, Kecamatan Lawanf, Kabupaten Malang melalui simulasi implementasi model Desa SIAPkerja. 

Model ini disesuaikan dengan karakteristik dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) serta Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang ada di desa. Melalui proses pemetaan, terungkap bahwa desa memiliki potensi SDA di sektor 

pertanian dan pariwisata yang dapat dioptimalkan. Selain itu, SDM di desa juga memiliki potensi untuk 

mengaplikasikan model Desa SIAPkerja sebagai alternatif untuk meningkatkan kesempatan kerja di kalangan 

masyarakat desa. Rancangan program Desa SIAPkerja disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di 

desa tersebut. Program ini memiliki empat skenario yang mencerminkan kondisi di dunia kerja saat ini, yaitu: 

1) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, 2) calon tenaga kerja 

berkompeten dengan lapangan pekerjaan yang tersedia, 3) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan 

lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, dan 4) calon tenaga kerja tidak berkompeten dengan lapangan pekerjaan 

yang tersedia. Pengelolaan Desa SIAPkerja berada di bawah tanggung jawab pemerintah desa yang bekerja 

sama dengan pihak terkait. Pemerintah desa berperan sebagai pengawas pelaksanaan program dengan dukungan 

dari karang taruna dan POKDARWIS desa sebagai pelaksana program Desa SIAPkerja. 

Kata Kunci: Padat Karya, Pelayanan Desa, Pemberdayaan Desa, Pengangguran 

Abstract − This dedication aims to help address employment issues in Muyoarjo Village, Lawanf District, 

Malang Regency through a simulated implementation of the SIAPkerja Village model. This model is tailored 

to the characteristics and potential of the Natural Resources (SDA) and Human Resources (SDM) available in 

the village. Through the mapping process, it was revealed that the village has potential in the agricultural and 

tourism sectors that can be optimized. Additionally, the human resources in the village also have the potential 

to apply the SIAPkerja Village model as an alternative to enhance job opportunities among the local 

community. The SIAPkerja Village program is designed based on the needs and potentials present in the village. 

The program consists of four scenarios reflecting current employment conditions: 1) incompetent prospective 

workers with available job opportunities, 2) competent prospective workers with available job opportunities, 

3) incompetent prospective workers with unavailable job opportunities, and 4) incompetent prospective 

workers with available job opportunities. The management of SIAPkerja Village falls under the responsibility 

of the village government in collaboration with relevant parties. The village government plays a role in 

supervising program implementation with support from the youth organization (karang taruna) and the 

village's POKDARWIS (Tourism Awareness and Environmental Care Group) as the implementers of the 

SIAPkerja Village program. 

Keywords: Labor-Intensive Work, Village Services, Village Empowerment, Unemployment 

1. PENDAHULUAN 

Berangkat dari jumlah penduduk usia kerja yang mencapai lebih dari 205 juta dimana 

terdapat lebih dari 8 juta jiwa merupakan pengangguran serta terdapat lebih dari 15 juta jiwa perlu 

dipersiapkan untuk menjadi Angkatan kerja yang berkompeten. Angka tersebut didukung dengan 

adanya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang semakin meningkat setiap tahunnya. Dari 

beberapa provinsi yang tersebar di Indonesia, Bali menjadi provinsi yang memiliki TPAK tertinggi 

dimana hal ini menunjukkan ketersediaan Angkatan Kerja yang tinggi di provinsi tersebut [1]. Selain 

itu, angka TPAK di perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan. Angka ini berarti bahwa semakin 

banyak angkatan kerja yang berpotensi untuk dimaksimalkan di daerah perdesaan [2], [3]. 

Disisi lain, nilai Employment to Population Ratio (EPR) perdesaan lebih tinggi dari pada 

perkotaan. Angka EPR perdesaan mencapai 68,36% yang berarti bahwa dari 100 penduduk umur 

15 tahun keatas terdapat 68 orang yang bekerja [1]. Hal ini menunjukkan sinyal yang baik jika di 

bandingkan dengan nilai EPR di perkotaan yang hanya mencapai 60,4%.  Namun provinsi yang 

sebelumnya memiliki TPAK tertinggi, tidak disertai dengan nilai EPR yang tinggi [4]. Jika di lihat 
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dari jenis pekerjaananya, Perdesaan menyumbang angka terbanyak untuk jenis pekerjaan paruh 

waktu dibanding dengan perkotaan. Hal ini menciptakan tantangan untuk Angkatan Kerja di 

perdesaan agar lebih dimaksimalkan melalui jenis pekerjaan yang terampil dan terlatih diluar dari 

pekerja paruh waktu. Selain itu terdapat ketimpangan pembangunan industri antara perkotaan dan 

perdesaan yang juga perlu menjadi perhatian khusus [5], [6].  

Dari peta persebaran industri di Indonesia, hanya di dominasi di wilayah Jawa Barat yang 

banyak berlokasi di Kab karawang. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan persebaran 

industri di wilayah lain yang berdampak pada pemerataan pembangunan di perdesaan, dan sebaran 

tenaga kerja [7]. Untuk itulah perlu adanya identifikasi demografi masyarakat pedasaan agar potensi 

yang ada di Angkatan kerja wilayah perdesaan dapat dioptimalkan dan sesuai dengan permintaan 

tenaga kerja di Industri.  Hal inilah yang menjadi latar belakang perlu adanya wadah untuk 

mengidentifikasi potensi setiap daerah agar dapat dijadikan sebagai dasar dalam penentuan strategi 

optimalisasi tenaga kerja untuk mengurangi ketimpangan pembangunan di perdesaan dan 

pemerataan sebaran tenaga kerja pedesaan.  

Dibawah naungan Kementerian Ketenagakerjaan akan tercipta sebuah Desa Siapkerja yang 

merupakan program percepatan pemerataan sebaran tenga kerja dan pemerataan pertumbuhan 

industri dari skala mikro sampai skala makro untuk membuka perluasan kesempatan kerja di Desa 

khususnya desa yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Maka dari itu kita akan 

melakukan kajian mengenai Desa Siapkerja sebelum nantinya akan di implementasikan pada Desa 

yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan menjadi payung bagi pencari kerja dan 

pemberi lapangan kerja. Untuk itu penelitin ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi layanan 

apa saja yang dapat diberikan di Desa-desa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).  

2. METODE PELAKSANAAN 

Dalam merelaisasikan program ini, maka dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut:  

 

Gambar 1. Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 

Dalam pelaksanaan pengabdian ini juga melibatkan partisipasi mitra dalam mengatasi 

persoalan dengan rincial sebagai berikut: 

1) Perangkat Desa, sebagai mitra utama untuk implementasi model pelayanan desa siap kerja 

2) Masyarakat Desa Muyoarjo, Kec. Lawanf, Kab Malang sebagai sasaran untuk penerima 

manfaat dari model yang di kembangkan.  

Gambaran Penerapan Ipteks 
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Gambar 2. Penerapan Ipteks 

Rincian dari penerapan IPTEKS dapat dijelaskan pada rincian dibawah ini; 

1. Melakukan identifikasi kebutuhan untuk mengetahui kondisi dan kesiapan masyarakat dalam 

pelaksanaan program pengabdian serta membuat daftar kebutuhan yang diperlukan selama 

implementasi program.  

2. Tujuan dari program pengabdian ini adalah untuk mengimplementasikan model pelayanan 

Desa Siap Kerja untuk mengurangi pengagguran yang ada di Desa 

3. Mendesain skenario pengabdian yang dilaksanakan secara terarah dengan memberikan materi 

dan simulasi implementasi model pada masyarakat dengan menggunakan media terkait  

4. Implementasi/pelaksanaan pengabdian yang dilakukan dengan Langkah-langkah berikut:  

a. Pemberian materi peningkatan padat karya di wilayah desa melalui implementasi model 

Desa Siap Kerja yang dikembangkan.  

b. Perancangan pembuatan produk kewirausahaan masyarakat sesuai dengan potensi yang 

ada di lingkungan sekitar mereka melalui simulasi model 

c. Pendampingan perintian produk kewirausahaan masyarakat melalui simulasi yang 

tersedia sebagai pionir untuk lahirnya bisnis baru bagi masyarakat desa  

5. Evaluasi proses pengabdian sehingga dapat diimplementasikan bagi seluruh masyarakat yang 

lebih luas 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Rancangan dan Hasil Implementasi Model Desa Siap Kerja Sesuai Dengan Potensi SDA 

dan SDM Desa 

Desa SIAPKerja akan menjadi payung bagi pencari kerja dan penyedia lapangan kerja baik 

yang berkompeten maupun yang tidak berkompeten. Program ini akan melibatkan 3 kementrian 

yaitu Kementrian Ketenagakerjaan, Kementrian Koperasi dan UMKM dan Kementrian Pendidikan 

dan Kebudayaan. Pemilihan ketiga kementrian ini disesuaikan dengan tugas dan fungsi dari masing-

masing kementerian dalam mendukung pengembangan pelayanan ketenagakerjaan di Indonesia 

khususnya di Desa. Dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan, kolaborasi beberapa kementrian 

terkait memegang peran penting untuk menyediakan pendidikan formal, pelatihan informal dan 

lapangan pekerjaan [8]–[10]. Berikut masing-masing fungsi dari ketiga kementrian tersebut.  

Fungsi dari masing-masing kementrian diataranya adalah: 

1. Kementrian Ketenagakerjaan > Sebagai Operator dan Regulator program Desa SIAPKerja 
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serta sebagai penyedia pelatihan bagi SDM desa yang belum memiliki keterampilan dan 

kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri serta sebagai jembatan untuk 

memenuhi hak dan kewajiban pencari kerja dan penyedia lapangan kerja. 

2. Kementrian Koperasi dan UMKM > Sebagai pihak yang meningkatkan kapasitas dan jumlah 

UMKM sebagai penyedia lapangan pekerjaan. 

3. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan > sebagai pihak yang mempersiapkan Bukan 

Angkatan Kerja yang masih sekolah dalam jangka panjang untuk menciptakan dan memenuhi 

kebutuhan Dunia Industri dan Dunia Kerja. (Job Seeker dan Job Creator). 

Pada grand design Desa SIAPKerja terdapat 4 skenario yang berpeluang terjadi sesuai dengan 

data dan fakta yang ada di lapangan.  

 

Gambar 3. Rancangan Program Desa SIAPkerja 

Skenario 1: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia 

Kondisi calon tenaga kerja tidak berkompeten dapat diidentifikasi secara otomatis oleh 

sistem yang berbentuk Aplikasi Desa SIAPkerja berdasarkan indikator yang telah ditentukan. 

Penggunaan Aplikasi dalam era revolusi industri 4.0 terbukti efektif untuk membantu pelaksanaan 

program [11].  Aplikasi tersebut berguna untuk mengetahui input data oleh masing-masing indvidu 

pada suatu desa yang dijalakan oleh operator yaitu pemerintahan desa. Ketersediaan lapangan kerja 

juga diketahui berdasarkan data update yang di input oleh pihak penyedia lapangan kerja seperti 

UMKM, industri dll. Dalam jangka pendek, calon tenaga kerja yang tidak berkompeten dan 

tergolong dalam usia angkatan kerja, akan dilakukan pelatihan yang diselenggaran oleh Balai 

Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dibawah naungan Kemnaker dengan kompetensi yang 

disesuaikan kebutuhan industri saat itu. Kesesuaian ketersediaan lapangan kerja dan kompetensi 

pencari kerja menjadi tujuan penting dalam peningkatan layanan ketenagakerjaan [12].  

Skenario 2: Calon Tenaga Kerja Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia  

Ketika skenario 2 terjadi di lapangan, maka berdasarkan identifikasi sistem yang berbentuk 

Aplikasi Desa SIAPkerja stakeholder dapat mengetahui data dan fakta dan mengambil langkah 

kebijakan agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan melalui aktivitas job matching dan 

permodalan. Aktivitas job matching dilakukan melalui bursa kerja onling yang didalamnya juga 

terdapat pelatihan dan peningkatan kapasitas usaha para pelaku usaha. Pelaksanaan pelatihan dan 

peningkatan kapasitas pelaku usaha menjadi salah satu alternatif dalam menciptakan lapangan 

pekerjaan [13], [14]. Pelatihan diberikan dilakukan oleh 2 pihak yaitu; 1) Kemnaker melalui 
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Pemerintah Desa yang akan didorong untuk menjalakan program Bumi Desa yang selama sudah ada 

agar lebih optimal dan mampu menyerap kebutuhan tenaga kerja yang berkompeten dilokasi sekitar. 

2) Kemenko UMKM didorong untuk melakukan pelatihan pengembangan atau pembukaan unit 

usaha baru kepada individdu-individu yang berkompeten agar tidak lagi mejadi seorang job seeker 

tetapi juga seorang job creator. Selain itu juga akan di berikan dukungan permodalan sesuai dengan 

hasil identifikasi yang telah di lakukan sebelumnya. Dukungan permodalan ini dilakukan dengan 

kolaborasi beberapa kementrian diantaranya adalah Kemnaker, Kemenkop dan UMKM, 

Kemenperin, Kemenparekraf. Pemberikan permodalan ini menjadi kebutuhan pokok dalam UMKM 

khususnya di desa dalam pengembangan usahanya [8], [12].   

Skenario 3: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tidak Tersedia 

Ketika skenario 3 terjadi di lapangan, maka berdasarkan identifikasi sistem yang berbentuk 

Aplikasi Desa SIAPkerja stakeholder dapat mengetahui data dan fakta dan mengambil langkah 

kebijakan agar mampu tercipta lapangan pekerjaan. Berbeda dari skenario 2, ketika suatu daerah 

tidak memiliki lapangan pekerjaan sama sekali, maka melalui pemerintah daerah, bisa menjadi 

inisiator pembentukan sebuah unit usaha seperti koperasi, kampung wisata dan berbagai macam unit 

usaha lain berdasarkan Sumber Daya Alam yang ada disekitar melalui prosses pelatihan. Pelatihan 

SDM terbaik yang ada dapat dilakukan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) 

dibawah naungan Kemnaker atau bantuan dinas terkait lainnya untuk menjadi pioner pembuatan 

unit usaha baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar [15], [16].  

Dari sisi Calon Tenaga Kerja, ketika belum memiliki kompetensi dengan angka 

pengangguran tinggi, maka dapat dilakukan identifikasi seperti pendidikan terakhir, pengalaman 

kerja dan demografi lainnya untuk melakukan  pemetaan dan penyesuaikan kurikulum pelatihan 

yang akan diberikan oleh Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP). Selain peningkatan skill 

tenaga kerja, juga akan diberikan fasilitas permodalan untuk mendukung peningkatan usaha baru 

serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang akan di lakukan oleh kolaborasi beberapa kementrian 

diantaranya adalah Kemnaker, Kemenkop dan UMKM, Kemenperin, Kemenparekraf.  

Skenario 4: Calon Tenaga Kerja Tidak Berkompeten – Lapangan Pekerjaan Tersedia 

Skenario 4 adalah skenario yang paling ideal dan menjadi goal dari program Desa SIAPkerja, 

ketika calon tenga kerja berkompeten dan lapangan pekerjaan tersedia. Kondisi ini dapat diketahui 

berdasarkan input data yang masuk di Aplikasi Desa SIAPkerja. Ketika data dari calon tenaga kerja 

dan penyediaan lapangan kerja telah teridentifikasi, maka dapat langsung dilakukan link & match 

berupa saran pekerjaan yang paling sesuai antara kompetensi dan ketersediaan sehingga 

memudahkan kedua belah pihak untuk mendapatkan kondisi terbaik [17]. Setelah itu, dapat 

dilakukan penempatan setiap calon tenaga kerja terhadap posisi/ jabatan seusai dengan kompetensi 

dan pengalaman yang dimiliki. Supaya proses ini dapat berjalan secara berkelanjutan, maka perlu 

dilakukan improvisasi dan maintenance lingkungan oleh stakeholder terkait [12], [14]. Stakeholder 

yang terlibat diantarnya adalah Kemenkop dan UMKM untuk selalu melakukan kontrol dan 

memastikan UMKM dan industri lain mengalami peningkatan kapasitas usaha dan kebutuhan tenaga 

kerja yang difasilitas oleh berbagai macam kemudahan investasi maupun ekspansi bisnis dibawah 

kontrol kementrian dalam negeri, serta pelaksanaan program sertifikasi profesi yang akan di lakukan 

oleh Kemnaker untuk menjamin kompetensi dan portofolio tanaga kerja berkompeten. Jika kondisi 

ini dapat tercapai, maka akan tercipta industri sustainability di tiap-tiap daerah. 

3.2 Pendampingan Pelayanan Ketenagakerjaan Desa berbasis Digital 

Dalam menerapkan model pelayanan ketenagakerjaan desa berbasis digital, langkah awalnya 

melibatkan perangkat desa dan perwakilan masyarakat yang menjadi target program. Proses ini 

dimulai dengan pertemuan awal untuk memberikan pemahaman kepada perangkat desa tentang 

tujuan, manfaat, dan implementasi teknis dari platform digital yang akan digunakan dalam 

pelayanan ketenagakerjaan. Dalam beberapa kali pertemuan selanjutnya, tim pengabdian 

mengorganisir kegiatan pelatihan dan sosialisasi secara mendalam kepada perangkat desa dan 

perwakilan masyarakat yang dijadikan sasaran program. Pelatihan ini mencakup pengenalan 

platform digital, cara penggunaannya, serta langkah-langkah praktis dalam mencari pekerjaan atau 

mengunggah lowongan kerja. 
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Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian 

Tim pengabdian juga memfasilitasi diskusi dan tanya jawab untuk memastikan bahwa 

perangkat desa dan masyarakat dapat memahami potensi dan manfaat penuh dari penggunaan 

platform digital ini. Dalam setiap pertemuan, pendampingan personal diberikan kepada masyarakat 

untuk membantu mereka dalam mengatasi kendala teknis atau pertanyaan terkait penggunaan 

platform. Pengabdian dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan partisipatif yang melibatkan 

perangkat desa dan masyarakat secara langsung. Selama pertemuan-pertemuan ini, aspek-aspek 

penting dari platform digital, seperti pembuatan profil pekerja, pencarian pekerjaan, dan interaksi 

dengan pengusaha lokal, diperkenalkan secara mendalam. Selain itu, tim pengabdian juga 

memfasilitasi sesi evaluasi untuk mengumpulkan umpan balik dari peserta mengenai pengalaman 

mereka dengan model pelayanan ketenagakerjaan berbasis digital. Evaluasi ini menjadi dasar untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatan berkelanjutan terhadap program, termasuk penyesuaian fitur 

platform, peningkatan pelatihan, dan strategi komunikasi yang lebih efektif. Dengan melibatkan 

perangkat desa dan perwakilan masyarakat secara aktif, pengabdian ini bertujuan untuk menciptakan 

pemahaman yang mendalam, meningkatkan keterampilan, dan memastikan adopsi yang maksimal 

dari model pelayanan ketenagakerjaan berbasis digital di tingkat desa. 

3.3 Evaluasi Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat  

Setelah pengandian selesai, dilakukan penyebaran angkat untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pengabdian masyarakat ini. Hasil evaluasi pelaksanaan pengabdian di Desa SIAPkerja menunjukkan 

peningkatan signifikan dalam pengetahuan tentang pelayanan ketenagakerjaan di kalangan 

masyarakat desa. Sebelum pengabdian, hanya 30% dari responden yang memiliki pengetahuan yang 

memadai, sedangkan setelah implementasi model pelayanan Desa SIAPkerja, persentase tersebut 

meningkat menjadi 85%. Hal ini mencerminkan keberhasilan program dalam mendistribusikan 

informasi dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat desa terkait layanan 

ketenagakerjaan. 
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Gambar 7. Peningkatan Pengetahuan Mitra 

Selain itu, melalui survei kepuasan, 60% mitra menyatakan sangat puas dan 20% mitra 

menyatakan puas terhadap kegiatan pengabdian ini. Mereka merasa bahwa Desa SIAPkerja berhasil 

memberdayakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dalam mencari 

pekerjaan dan mengembangkan potensi ekonomi di desa. Feedback positif ini menunjukkan bahwa 

pengabdian ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan 

dan kepuasan masyarakat desa terhadap pelayanan ketenagakerjaan yang diterapkan. 

 

Gambar 8. Survey Kepuasan Masyarakat 

4. KESIMPULAN 

Desa SIAPkerja di Desa Muyoarjo, Lawang, Malang disusun berdasarkan identifikasi 

ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan dan kurangnya 

kelangsungan program-program sebelumnya di desa. Desa ini mengandalkan potensi pertanian dan 

pariwisata sebagai solusi untuk meningkatkan ketenagakerjaan. Program ini memiliki empat 

skenario, melibatkan calon tenaga kerja berkompeten atau tidak, dengan lapangan pekerjaan tersedia 

atau tidak. Pen gelolaannya di bawah tanggung jawab pemerintah desa bekerjasama dengan pihak 

terkait, dengan dukungan dari karang taruna dan POKDARWIS desa. Melalui simulasi 

implementasi di Desa Muyoarjo, masyarakat setempat mengalami peningkatan pengetahuan dan 

kepuasan terhadap pengabdian yang dilakukan. Harapannya, model Desa SIAPkerja dapat 

memberikan dampak positif dengan mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat.. 
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